PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 95 TAHUN 2006
TENTANG
ORGANI SASI DAN TATA KERJA | NSTANSI VERTI KAL
DI LI NGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Meni mbang :
a. bahwa dal am rangka nendukung pel aksanaan tugas dan fungsi

Departenen Keuangan di wlayah serta untuk neningkatkan
penyel enggar aan pel ayanan penerintahan agar dapat berjal an

| ancar, berhasil guna dan berdaya guna, perlu nenetapkan
organi sasi dan tata kerja instansi vertikal di |ingkungan
Depart enen Keuangan,;

b. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud dal am

huruf a, perlu nenetapkan Peraturan Presiden tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan
Depart enen Keuangan,;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang- Undang Dasar 1945;

2. Undang- undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 4437);

3. Peraturan Presiden Nonmor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organi sasi, dan Tata Kerja Kenenterian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 94 Tahun

2006;
4. Peraturan Presiden Nonor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organi sasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara Republik

| ndonesi a sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nonor 91 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:
Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG ORGANI SASI DAN TATA KERJA | NSTANSI
VERTI KAL DI LI NGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.
BAB |
| NSTANSI VERTI KAL DEPARTEMEN KEUANGAN

Pasal 1

Pel aksanaan tugas dan fungsi Departenen Keuangan di wilayah
di | aksanakan ol eh I nstansi Vertikal D rektorat Jenderal

Pasal 2



I nstansi Vertikal di |ingkungan Departenen Keuangan terdiri dari:
a. I nstansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

b. | nstansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

C. I nstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

d. I nstansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negar a.

BAB | |

| NSTANSI VERTI KAL
DI REKTORAT JENDERAL PAJAK

Pasal 3

I nstansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri dar

a. Kantor W/ ayah Direktorat Jenderal Pajak;

b. Kant or Pel ayanan Paj ak;

C. Kant or Pel ayanan, Penyul uhan, dan Konsul tasi Perpaj akan

Bagi an Pert ama
Kantor W/l ayah Direktorat Jenderal Pajak

Pasal 4

Kantor W/ ayah Direktorat Jenderal Pajak adal ah instansi vertika
Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung
j awab kepada Di rektur Jenderal Pajak.

Pasal 5
Kantor W/l ayah Direktorat Jender al Paj ak  nmenpunyai t ugas
nmel aksanakan koordi nasi, binbi ngan teknis, pengendalian, analisis,
eval uasi, penjabaran kebijakan serta pel aksanaan tugas di bidang
per paj akan berdasar kan perat uran perundang- undangan.

Pasal 6

Dal am nmel aksanakan tugas sebagai nana di maksud dalam Pasal 5,
Kant or W/ ayah nenyel enggar akan fungsi:

a. penberi an bi mbi ngan dan eval uasi pel aksanaan tugas Direkt orat
Jenderal Paj ak;

b. pengamanan rencana kerja dan rencana peneriman di bi dang
per paj akan;

C. bi nbi ngan  konsul t asi dan penbi naan penggalian potensi
per paj akan serta penberi an dukungan teknis komputer

d. pengunpul an, pencarian, dan pengol ahan data serta penyajian
i nformasi per paj akan;

e. penyi apan dan pel aksanaan kerja sama perpaj akan, penberian
bant uan hukum serta bi nbi ngan pendataan dan penil ai an;

f. bi nbi ngan peneri ksaan dan penagi han serta pel aksanaan dan
adm ni strasi penyi di kan;

g. bi mbi ngan pel ayanan dan penyul uhan serta pel aksanaan hubungan
masyar akat ;

h. bi mbi ngan dan penyel esai an keberat an, pengurangan atau

penghapusan sanksi adm ni strasi, dan pengurangan atau



penbat al an ket et apan paj ak yang ti dak benar serta pel aksanaan
urusan bandi ng dan gugat an;

i bi mbi ngan dan penyel esai an penbetul an keputusan keberatan,
keput usan pengurangan atau penghapusan sanksi adm nistrasi,
dan keputusan pengurangan atau penbatal an ketetapan pajak
yang tidak benar;

J . bi mbi ngan pengurangan Pajak Bum dan Bangunan serta Bea
Per ol ehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
K. pel aksanaan adm nistrasi Kantor W/l ayah D rektorat Jendera
Paj ak.
Pasal 7

D satu atau beberapa Provinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau |ebih
dari 1 (satu) Kantor W/ ayah Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan
anal i si s organi sasi dan beban kerj a.

Pasal 8

(1) Kantor WIlayah Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1
(satu) Bagi an dan paling banyak 5 (lirma) Bi dang.

(2) Bagian terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Subbagi an, dan
setiap Bidang terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Seksi.

Bagi an Kedua
Kant or Pel ayanan Paj ak

Pasal 9

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertiKkal Di r ekt or at
Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepal a Kantor W/ ayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 10

Kant or Pel ayanan Pajak nenpunyai tugas nelaksanakan penyul uhan,
pel ayanan, dan pengawasan Waji b Pajak di bidang Paj ak Penghasil an,
Paj ak Pertanbahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak
Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bum dan Bangunan serta Bea
Perol ehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dal am w | ayah wewenangnya
ber dasar kan perat uran perundang- undangan.

Pasal 11

Dal am mel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dalam Pasal 10

Kant or Pel ayanan Paj ak nmenyel enggar akan fungsi

a. pengunpul an, pencarian dan pengolahan data, penganatan
pot ensi perpaj akan, penyajian informasi perpaj akan, pendataan
obj ek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bum dan

Bangunan,;
b. penet apan dan penerbitan produk hukum per paj akan;
C. pengadm ni st rasi an dokunmen dan berkas perpaj akan, penerinmaan

dan pengol ahan Surat Penberitahuan serta penerinmaan surat
| ai nnya,;



d. penyul uhan per paj akan;

e. pel aksanaan regi strasi Waji b Paj ak;

f. pel aksanaan ekstensifikasi;

g. penat ausahaan pi utang paj ak dan pel aksanaan penagi han paj ak;

h. pel aksanaan peneri ksaan paj ak;

i pengawasan kepat uhan kewaj i ban perpaj akan Waji b Paj ak;

J . pel aksanaan konsul t asi per paj akan;

K. pel aksanaan i ntensifikasi;

l. penbet ul an ket et apan paj ak;

m pengur angan Paj ak Bum dan Bangunan serta Bea Perol ehan Hak
At as Tanah dan/at au Bangunan;

n. pel aksanaan Adm ni strasi Kantor Pel ayanan Paj ak.

Pasal 12

D satu atau beberapa Kabupaten/ Kota dapat dibentuk 1 (satu) atau
lebih dari 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan analisis
organi sasi dan beban kerj a.

Pasal 13

(1) Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan
pal i ng banyak 9 (senbil an) Seksi .

(2) Kantor Pelayanan Pajak dapat nenbawahkan paling banyak 5
(1'im) Kant or Pel ayanan, Penyul uhan dan Konsul t asi
Per paj akan.

Bagi an Ketiga
Kant or Pel ayanan, Penyul uhan,
dan Konsul tasi Perpaj akan

Pasal 14

Kant or Pel ayanan, Penyul uhan, dan Konsultasi Perpajakan adal ah
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah
dan bertanggungj awab kepada Kepal a Kant or Pel ayanan Paj ak.

Pasal 15
Kant or Pel ayanan, Penyul uhan, dan Konsultasi Perpaj akan nenpunyai

tugas nel akukan urusan pelayanan, penyul uhan, dan konsultasi
per paj akan kepada nasyar akat .

Pasal 16
Dal am mel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dalam Pasal 15,
Kant or Pel ayanan, Penyul uhan, dan Konsul t asi Per paj akan
menyel enggar akan fungsi :
a. pel aksanaan, penyul uhan, sosi al i sasi, dan pel ayanan
konsul t asi perpaj akan kepada nasyar akat ;
b. pengawasan kepat uhan kewaj i ban perpaj akan Waji b Paj ak;
C. bi mbi ngan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wjib
Paj ak;

d. penberi an pel ayanan kepada nasyarakat di bidang perpaj akan



dal am rangka nenbant u Kantor Pel ayanan Paj ak;
e. pel aksanaan admrristrasi Kantor Pelayanan, Penyul uhan, dan
Konsul t asi Per paj akan.

Pasal 17

D satu Kabupat en/ Kota atau beberapa Kabupat en/ Kota dapat di bent uk
1 (satu) atau lebih dan 1 (satu) Kantor Pel ayanan, Penyul uhan, dan
Konsul tasi Perpaj akan berdasarkan analisis organisasi dan beban
kerj a.

BAB |11
| NSTANSI VERTI KAL DI REKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pasal 18
I nstansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari
a. Kantor W/ ayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
b. Kant or Pel ayanan Bea dan Cukai

Bagi an Pert ama
Kantor W/ ayah Direktorat Jenderal Bea dan Cuka

Pasal 19

Kantor W/l ayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adal ah instansi
vertikal vyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Di rektur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 20

Kantor W/l ayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nmenpunyai tugas
nmel aksanakan koordi nasi, binbingan teknis, pengendalian, eval uasi
dan pel aksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan
per at uran per undang- undangan.

Pasal 21

Dal am mel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dalam Pasal 20,
Kantor W/ ayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nenyel enggarakan

fungsi :

a. pengendal i an dan eval uasi pel aksanaan per at ur an
per undang- undangan kepabeanan dan cukai

b. pel aksanaan penberian binbingan teknis, pengawasan teknis,

dan penyel esai an masal ah di bi dang kepabeanan dan cukai atas
unit-unit operasional di daerah wewenangnya,

C. pengendal i an, eval uasi, dan pel aksanaan penberian perijinan
dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
d. pel aksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di

bi dang kepabeanan dan cukai ;
e. pengendal i an, eval uasi, dan pel aksanaan intelijen di bidang



kepabeanan dan cukai

f. pengendal i an dan eval uasi pel aksanaan patroli dan operasi
pencegahan pel anggar an per at ur an per undang- undangan,
peni ndakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan
cukai ;

g. pengendal i an dan penantauan tindak |anjut hasil penindakan

dan penyi di kan tindak pidana kepabeanan dan cukai ;

h. per encanaan dan pel aksanaan audit serta evaluasi hasil audit
di bi dang kepabeanan dan cukai ;

i pel aksanaan pengol ahan data, penyajian infornmasi dan |aporan
di bi dang kepabeanan dan cukai ;

J . pengendal i an, pengel ol aan dan penel i haraan sarana operasi dan
senjata api kantor wilayah;
K. pel aksanaan adm nistrasi Kantor W/l ayah Direktorat Jendera
Bea dan Cukai
Pasal 22

D satu atau beberapa Provinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau |ebih
dari 1 (satu) Kantor WIayah Direktorat Jenderal Bea dan Cuka
ber dasar kan anal i sis organi sasi dan beban kerj a.

Pasal 23

(1) Kantor W/l ayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dar
1 (satu) Bagi an dan paling banyak 4 (enpat) Bi dang.

(2) Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagi an,
dan setiap Bidang terdiri dari paling banyak 9 (senbil an)
Seksi .

Bagi an Kedua
Kant or Pel ayanan Bea dan Cuka

Pasal 24

Kant or Pel ayanan Bea dan Cukai adal ah instansi vertikal D rektorat
Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepal a Kantor W1l ayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .

Pasal 25
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai nmenpunyai tugas nel aksanakan
pel ayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah
wewenangnya ber dasar kan perat uran peundang- undangan.

Pasal 26

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dalam Pasal 25,
Kant or Pel ayanan Bea dan Cukai nenyel enggarakan fungsi

a. pel ayanan kepabeanan atas dokunen sarana pengangkut dan
penberit ahuan pengangkut an bar ang;
b. pel aksanaan pemungutan bea nmasuk, cukai, dan pungutan negara

| ainnya vyang dipungut oleh Direktorat Jenderal serta



pel aksanaan per bendahar aan peneri maan, penangguhan
penagi han, dan pengenbal i an bea masuk dan cukai ;

pel aksanaan wurusan penerinaan, penatausahaan, penyinpanan,
pendi stri busi an, dan pengenbalian pita cukai;

penberi an pel ayanan teknis, fasilitas dan perijinan di bidang
kepabeanan dan cukai

pel ayanan dan pengawasan atas penbongkaran, peninbunan dan
penuat an barang serta pengawasan pel aksanaan penasukan dan
pengel uaran barang ke dan dari kawasan pabean;

pel ayanan dan pengawasan pengangkut an barang kena cukai ;
penbukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokunen | ai nnya;
penelitian dokunen penberit ahuan i mpor dan ekspor,
peneri ksaan barang dan peneri ksaan badan;

penet apan kl asi fi kasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean,
dan sanksi adm ni strasi berupa denda;

pel ayanan dan penelitian dokunmen cukai, peneriksaan Pengusaha
Barang Kena Cukai, pelaksanaan penusnahan pita cukai serta
pengaj uan penukaran pita cukai;

pel aksanaan pel ayanan peni nbunan dan pengel uaran barang di
tenpat peni nbunan pabean dan tenpat peninbunan berikat,
pengel ol aan t enpat peni nbunan  pabean dan pel aksanaan
penyel esai an barang yang di nyat akan ti dak di kuasai ;

pel aksanaan pel ayanan dan pengawasan peni nbunan dan
pengel uaran barang di tenpat peni nbunan barang kena cukai ;

pel aksanaan intelijen, patroli, dan operasi peni ndakan
pel anggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan
cukai ;

penyi di kan di bi dang kepabeanan dan cukai ;

pengel ol aan dan penel i har aan sarana  operasi, sar ana
konmuni kasi dan senjata api;

pel aksanaan pengol ahan data dan penyajian | aporan kepabeanan
dan cukai serta penerinman, penyinpanan, peneliharaan dan
pendi stri busi an dokunen kepabeanan dan cukai

pel aksanaan adm ni strasi Kantor Pel ayanan Bea dan Cukai .

Pasal 27

D satu Provinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu)
Kant or Pel ayanan Bea dan Cukai berdasarkan analisis organi sasi dan
beban kerj a.

(1)
(2)

Pasal 28
Kant or Pel ayanan Bea dan Cukai terdiri dan 1 (satu) Subbagi an
dan paling banyak 15 (lina bel as) Seksi .
Dal am hal di perl ukan, pada Subbagi an dapat di bentuk Urusan,
dan pada Seksi dapat dibentuk, Subseksi.
BAB |V

| NSTANSI VERTI KAL DI REKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN

Pasal 29



I nstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:
a. Kantor W/l ayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
b. Kant or Pel ayanan Per bendahar aan Negar a.

Bagi an Pert ama
Kantor W1 ayah Direktorat Jendera
Per bendahar aan

Pasal 30

Kantor W/l ayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adal ah instans
verti kal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah
dan bertanggungj awab kepada Di rektur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 31

Kantor W/l ayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nenpunyai tugas
nmel aksanakan koordi nasi, binbingan teknis, pengendalian, evaluasi
dan pel aksanaan tugas di bi dang perbendaharaan berdasarkan
per at uran per undang- undangan.

Pasal 32

Dal am mel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dalam Pasal 31,
Kantor W/l ayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nenyel enggarakan
fungsi :

a. penel aahan, pengesahan, dan revisi dokunen pel aksanaan
anggaran serta penyanpai an pel aksanaannya kepada instansi
yang tel ah ditentukan;

b. penel aahan dan peni | ai an keser asi an ant ar a dokunen
pel aksanaan anggaran dengan pel aksanaan di daerah;

C. penberian binbingan teknis pelaksanaan dan penat ausahaan
anggar an;

d. pemant auan real i sasi pel aksanaan anggar an;

e. penbi naan tekni s sistem akuntansi;

f. pel aksanaan akunt ansi dan Penyusunan |aporan keuangan
peneri nt ah;

g. pemant auan dan eval uasi pel aksanaan penyal ur an dana
peri nbangan;

h. penbi naan pengel ol aan keuangan badan | ayanan unmum ( BLU)

i penbi naan pengel ol aan peneri maan negara bukan paj ak;

J . pel aksanaan pengel ol aan dana investasi dan pinjaman kepada
daer ah;

K. pengawasan kewenangan dan pel aksanaan teknis perbendaharaan
dan bendahara unmum negar a;

l. pel aksanaan verifikasi atas pertanggungj awaban bel anja

progr am pensi un;

m verifikasi dan penatausahaan atas pertanggungjawaban dana
Per hi t ungan Fi hak Ketiga (PFK);

n. pel aksanaan kehumasan;

0. pel aksanaan adm ni strasi Kantor W/ ayah Direktorat Jendera
Per bendahar aan.



Pasal 33

D satu Provinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu)
Kantor W Ilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan
anal i si s organi sasi dan beban kerj a.

Pasal 34

(1) Kantor WIlayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdir
dari 1 (satu) Bagi an dan paling banyak 4 (enpat) Bi dang.

(2) Bagian terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Subbagian dan
setiap Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagi an Kedua
Kant or Pel ayanan Per bendaharaan Negara

Pasal 35

Kant or Pel ayanan Perbendaharaan Negara adal ah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan
bertanggung j awab kepada Kepal a Kantor W/ ayah Direktorat Jendera
Per bendahar aan.

Pasal 36

Kant or Pel ayanan Per bendahar aan Negar a menpunyai t ugas
nmel aksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum
penyal uran biaya atas beban anggaran serta penatausahaan
peneri maan dan pengel uaran anggaran nelalui dan dari kas negara
ber dasar kan perat uran perundang- undangan.

Pasal 37

Dal am mel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dalam Pasal 36,
Kant or Pel ayanan Per bendaharaan Negara nenyel enggar akan fungsi

a. pengujian terhadap dokunmen surat perintah penbayaran
ber dasar kan perat uran perundang- undangan;

b. penerbitan surat perintah pencairan dana dari Kas Negara atas
nanma Menteri Keuangan (Bendahara Urum Negara) ;

C. penyal uran penbi ayaan atas beban APBN

d. peni | ai an dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang tel ah
di sal ur kan;

e. penat ausahaan peneri maan dan pengel uaran negara nel alui dan
dari Kas Negar a;

f. pengi ri man dan penerinmaan Kiri man uang;

g. penyusunan | aporan pel aksanaan anggaran pendapatan dan
bel anj a negar a;

h. penyusunan | aporan realisasi penbiayaan yang berasal dari

pi nj aman dan hi bah | uar negeri;
i penat ausahaan peneri naan negara bukan paj ak;
J . penyel enggar aan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
K. penbuat an t anggapan dan penyel esai an t emuan hasi



peneri ksaan;

. pel aksanaan kehumasan;

m pel aksanaan adm nistrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negar a.

Pasal 38
D satu atau di beberapa Kabupaten/Kota dapat dibentuk Kantor

Pel ayanan Perbendaharaan Negara berdasarkan analisis organi sasi
dan beban kerj a.

Pasal 39

Kant or Pel ayanan Perbendaharaan Negara terdiri dari 1 (satu)
Subbagi an dan paling banyak 5 (lina) Seksi.

BAB V

| NSTANSI VERTI KAL
DI REKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Pasal 40
I nstansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dar

a. Kantor W/ ayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negar a;
b. Kant or Pel ayanan Kekayaan Negara dan Lel ang.

Bagi an Pert ama
Kantor W1 ayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Pasal 41

Kantor W ayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adal ah instansi
verti kal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah
dan bertanggungj awab kepada Di rektur Jenderal Kekayaan Negar a.

Pasal 42

Kantor W/ ayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nenpunyai tugas
nmel aksanakan koordi nasi, binbingan teknis, pengendalian, eval uasi
dan pel aksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara
dan | el ang.

Pasal 43
Dal am mel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dalam Pasal 42,
Kant or W | ayah Di r ekt or at Jender al Kekayaan Negar a
menyel enggar akan fungsi :
a. penberi an bi mbi ngan  teknis, penmant auan dan eval uasi

pel aksanaan di bi dang kekayaan negar a;



b. penberian binbingan teknis, supervi si, pemant auan dan
eval uasi pel aksanaan di bi dang penil ai an;

C. penberian binbi ngan teknis, penggalian potensi, pemantauan
dan eval uasi pel aksanaan pengurusan pi utang negar a;
d. penberi an bahan perti nmbangan at as usul penghapusan,

keri nganan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyel esai an
pi ut ang negar a;

e. penberian binbingan teknis pengel ol aan barang jam nan dan
peneri ksaan harta kekayaan atau barang jam nan yang tidak
di ket enukan m | ik penanggung hutang atau penjam n hut ang;

f. penberi an bi nbi ngan teknis, penggalian potensi, penmantauan
eval uasi dan verifikasi |elang serta pengenbangan | el ang;

g. penberi an pel ayanan bantuan hukum di bi dang kekayaan negara,
peni | ai an, piutang negara dan | el ang;

h. penberi an bi mbi ngan  teknis pemant auan, eval uasi dan

pel aksanaan pel ayanan informasi serta pel aksanaan verifi kasi
pengur usan pi utang negara dan | el ang;

i penbi naan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi
Pej abat Lel ang;

J . pel aksanaan pengawasan teknis pengel ol aan kekayaan negar a,
peni | ai an, pengurusan pi utang negara dan | el ang;
K. pel aksanaan penil ai an dan pengurusan pi utang negar a;

l. pel aksanaar adm nistrasi Kantor W/ ayah D rektorat Jenderal
Kekayaan Negar a.

Pasal 44

D satu Provinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih 1 (satu)
Kantor W1 ayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan
anal i si s organi sasi danbeban kerj a.

Pasal 45

(1) Kantor WIlayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri
dari 1 (satu) Bagian dan paling banyak 5 (linm) Bi dang.

(2) Bagian terdiri dan paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan
setiap Bidang terdiri dan paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagi an Kedua
Kant or Pel ayanan Kekayaan Negara dan Lel ang

Pasal 46

Kantor Pel ayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi
verti kal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor W1 ayah Direktorat
Jender al Kekayaan Negar a.

Pasal 47
Kantor Pel ayanan Kekayaan Negara dan Lelang nenpunyai tugas

nmel aksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian,
pi ut ang negara dan | el ang.



Pasal 48

Dal am mel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dalam Pasal 47,
Kant or Pel ayanan Kekayaan Negara dan Lelang nenyel enggarakan

fungsi :

a. i nventarisasi, pengadm nistrasian, pendayagunaan, pengananan
kekayaan negar a;

b. registrasi, verifikasi dan analisa pertinbangan pernohonan
pengal i han serta penghapusan kekayaan negar a;

C. regi strasi peneri maan ber kas, penet apan, penagi han,
pengel ol aan barang |am nan, eksekusi, peneriksaan harta
kekayaan m | i k penanggung hut ang/ penjam n hut ang;

d. penyi apan bahan pertinbangan atas pernohonan Kkeringanan

j angka waktu dan/atau jum ah hutang, usul pencegahan dan
penyander aan penanggung hutang dan/ atau penjam n hutang serta
penyi apan data usul penghapusan pi utang negar a;

e. pel aksanaan pel ayanan penil ai an;

f. pel aksanaan pel ayanan | el ang;

g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian,
pi ut ang negara dan | el ang;

h. pel aksanaan penetapan dan penagi han piutang negara serta
peneri ksaan kemanmpuan penanggung hutang atau penjam n hut ang
dan eksekusi barang jam nan;

i pel aksanaan peneri ksaan barang jamnan mlik penanggung
hut ang atau penjam n hutang serta harta kekayaan | ai n;

J . pel aksanaan bi nmbi ngan kepada Pej abat Lel ang;

K. i nventari sasi, pengananan, dan pendayagunaan barang j am nan;

l. pel aksanaan penberian pertinbangan dan bantuan  hukum
pengur usan pi utang negara dan | el ang;
m verifikasi dan penbukuan penerimaan penbayaran pi utang negara

dan hasil |elang;
n. pel aksanaan adm ni strasi Kantor Pel ayanan Kekayaan Negara dan
Lel ang.

Pasal 49
D satu Provinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu)
Kant or Pel ayanan Kekayaan Negara dsn Lel ang berdasarkan analisis
organi sasi dan beban kerj a.

Pasal 50

Kant or Pel ayanan Kekayaan Negara dan Lelang terdiri dari 1 (satu)
Subbagi an dan paling banyak 6 (enam Seksi.

BAB VI
ESELONI SASI
Pasal 51
(1) Kepala Kant or W | ayah adal ah j abat an struktural
setinggi-tingginya eselon Il a.

(2) Kepala Kant or Pel ayanan adal ah j abat an struktural



setinggi-tingginya eselon Il a.

(3) Kepala Bagian pada Kantor W/ ayah adal ah jabatan struktura
setinggi-tingginya eselon Il a.

(4) Kepala Kantor Pel ayanan, Penyul uhan, dan Konsul t asi
Per paj akan adalah jabatan struktural setinggi-tingginya
eselon |V a.

(5) Kepal a Subbagi an dan Kepal a Seksi pada Kantor W/ ayah adal ah
Jabatan Struktural setinggi-tingginya eselon |V a.

(6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pel ayanan
adal ah Jabatan Struktural setinggi-tingginya eselon IV a.

(7) Kepala Urusan dan Kepal a Subseksi pada Kantor Pel ayanan Bea
dan Cukai adal ah jabatan struktural eselon V a.

BAB VI |
TATA KERJA

Pasal 52
Setiap pinpinan instansi vertikal di | i ngkungan Departenen
Keuangan dalam nel aksanakan tugas wajib mnenerapkan prinsip
koordi nasi, integrasi,dan sinkronisasi serta bekerja sama baik
dal am | i ngkungan i nternal maupun ekster nal

Pasal 53
Setiap pinpinan instansi vertikal di | i ngkungan Departenen

Keuangan waj i b nel aksanakan pengawasan mel ekat .
BAB VI ||
KETENTUAN LAI N- LAI' N
Pasal 54

Pada instansi vertikal di Lingkungan Departenen Keuangan dapat
di t et apkan Jabat an Fungsi onal tertentu.

BAB | X
KETENTUAN PERALI HAN
Pasal 55
Organisasi dan tata kerja instansi vertikal di [|ingkungan
Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Presiden ini akan diterapkan secara bertahap, paling |anbat 2
(dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini
Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, semua peraturan
pel aksanaan dari Keputusan Presiden Nonor 84 Tahun 2001 tentang



Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Oganisasi, dan Tata Kerja
I nstansi Vertikal di Lingkungan Departenen Keuangan sebagai nana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nonor 37 Tahun 2004,
di nyat akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau bel um
di ubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Pengaturan |ebih lanjut tentang susunan organisasi, tata Kkerja,
| okasi, dan wlayah kerja serta jumlah instansi vertikal di
I i ngkungan Departenen Keuangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan
set el ah nendapat persetujuan tertulis dan Menteri yang bertanggung
j awab di bi dang pendayagunaan aparat ur negar a.

Pasal 58
Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden
Nonor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Orgaisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan
Depart enen Keuangan sebagai mana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nonmor 37 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak
ber | aku.

Pasal 59
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desenber 2006

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



